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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun 

penelitian lapangan, serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab 

terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap 

permasalahan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut: 

Pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta masih 

relatif cukup tinggi dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat dalam tertib 

berlalu lintas masih kurang, kepatuhan masyarakat terhadap rambu-rambu dan 

peraturan lalu lintas masih dipengaruhi oleh kehadiran polisi di jalan. Sebagai 

perbandingan pelanggaran lalu lintas tahun 2008 sejumlah 17.308 buah 

pelanggaran dan tahun 2009 mengalami peningkatan sejumlah 21.490 buah 

pelanggaran.  

Sebagai upaya penanggulangan pelanggaran terhadap lalu lintas, 

Poltabes Yogyakarta melakukan beberapa upaya non penal untuk dapat 

menekan pelanggaran lalu lintas dengan beberapa progam sebagai berikut : 

1. Polisi Sahabat Anak (PSA), 

2. Patroli Keamanan Sekolah (PKS), 

3. Police goes to campus, 

4. Pelatihan safety riding, 

5. Kampanye keselamatan lalu lintas, 
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6. Trafic board, 

7. TMC (Trafic Manajement Center), 

8. KTL (Kawasan Tertib Lalu Lintas), 

9. Taman lalu lintas, 

10. Sekolah mengemudi, 

11. Saka Bhayangkara Lalu Lintas, 

12. Operasi Khusus Kepolisian, 

13. Penegakan hukum. 

Penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Poltabes 

Yogyakarta dilaksanakan secara persuasif edukatif dengan teguran simpatik., 

sedangkan pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas 

dan kemacetan dilaksankan penindakan dengan pemberian blangko tilang. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis buat, maka 

penulis memberikan saran agar pemberian sanksi terhadap pelanggaran lalu 

lintas lebih dipertegas tidak hanya pemberian sanksi berupa denda saja guna 

memberikan efek jera bagi pelanggar. Selain pemberian sanksi yang 

dipertegas, sebaiknya di dalam setiap tes pembuatan SIM diadakan praktik 

langsung di lapangan (jalan raya), sehingga para calon pengemudi kendaraan 

dapat diketahui apakah mereka benar-benar siap untuk berkendara dengan 

aman dan tertib.  
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